
BUPATI KARANGANYAR, 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum dalam penyediaan 
dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, 
akurat, mudah dan cepat khususnya di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan 
Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum; 

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Kabupaten Karanganyar; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Pera tu ran Perundang-U ndangan; 

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

M en im bang : a. bahw a dalam  rangka  optim alisasi fungsi ja rin g an
dokum en tasi d an  inform asi h u k u m  dalam  penyediaan  
dokum en tasi dan  inform asi h u k u m  yang  lengkap, 
ak u ra t, m u d ah  d an  cepat k h u su sn y a  di L ingkungan 
Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar, perlu  d ite tapkan  
Pedom an Pengelolaan Ja rin g an  D okum entasi dan  
Inform asi H ukum ;

b. bahw a u n tu k  m aksud  te rseb u t, perlu  m em bentuk  
P e ra tu ran  B upati ten tan g  Pedom an Pengelolaan 
Ja rin g an  D okum entasi d an  Inform asi H ukum  
K abupaten  K aranganyar;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tan g
Pem bentukan  D aerah -daerah  K abupaten  dalam  
L ingkungan Provinsi Ja w a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 14 T ahun  2008 ten tan g
K eterbukaan Inform asi Publik (Lem baran Negara 
T ahun  2008 Nomor 61, T am bahan  L em baran Negara 
Nomor 4846);

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  
P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 
Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana 
te lah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g
P eru b ah an  K edua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 
T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  D aerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ah u n  2015 Nomor 58, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5679);

5. P era tu ran  Presiden Nomor 1 T ahun  2007 ten tan g  
Pengesahan, P engundangan  d an  Penyebarluasan  
P era tu ran  Perundang-U ndangan;

6. P e ra tu ran  Presiden Nomor 33 T ahun  2012 ten tan g  
Ja rin g an  D okum entasi d an  Inform asi H ukum  Nasional.



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

5. Bagian H ukum adalah Bagian H ukum pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. 

6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang 
selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah 
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum 
secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta 
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi 
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang 
berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk 
hukum selain Peraturan Perundang-undangan, yang 
meliputi namun tidak terbatas pada putusan 
pengadilan yurisprudensi, monografi hukum, artikel 
majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, 
pengkajian hukum, naskah akademis, dan 
rancangan Peraturan Perundang-undangan. 

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, 
penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan 
informasi dokumen hukum. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan 
Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 67); 

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 92); 

Menetapkan M enetapkan

7. P era tu ran  M enteri H ukum  d an  Hak Asasi M anusia  
Nomor 2 T ahun  2013 ten tan g  S tan d arisasi Pengelolaan 
Teknis D okum entasi dan  Inform asi H ukum ;

8. P era tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 16 
T ahun  2016 ten tan g  P em ben tukan  d an  S u su n a n  
Perangkat D aerah K abupaten  K aranganyar (Lem baran 
D aerah K abupaten  K aranganyar T ahun  2016 
Nomor 16, T am bahan  L em baran D aerah K abupaten  
K aranganyar Nomor 67);

9. P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 92 T ahun  2016 
ten tan g  K edudukan, S u su n a n  O rganisasi, Tugas d an  
T ata Kerja S ek re ta ria t D aerah  (Berita D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan  :
1. D aerah ad a lah  K abupaten  K aranganyar.
2. Pem erin tah  D aerah ad a lah  B upati sebagai u n su r  

penyelenggara P em erin tahan  D aerah  yang 
m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  yang 
m enjadi kew enangan D aerah  Otonom.

3. S ekretaria t D aerah ad a lah  Sekretaria t D aerah 
K abupaten  K aranganyar.

4. S ekretaris D aerah adalah  S ekretaris D aerah 
K abupaten  K aranganyar.

5. Bagian H ukum  ad a lah  Bagian H ukum  pada  
S ekre ta ria t D aerah K abupaten  K aranganyar.

6. Ja rin g an  D okum entasi d an  Inform asi H ukum  yang 
se lan ju tnya  d isingkat JDIH ad a lah  w adah  
pendayagunaan  bersam a a ta s  dokum en h u k u m  
secara  tertib , te rpadu  dan  berkesinam bungan  se rta  
m erupakan  sa ra n a  pem berian  pelayanan  inform asi 
h u k u m  secara  lengkap, ak u ra t, m udah , dan  cepat.

7. D okum en H ukum  adalah  p roduk  h u k u m  yang 
b e ru p a  P e ra tu ran  P e rundang -undangan  a ta u  p roduk  
h u k u m  selain  P e ra tu ran  P erundang -undangan , yang 
m eliputi n am u n  tidak  te rb a ta s  p ad a  p u tu sa n  
pengadilan  yu risp rudensi, m onografi huk u m , artikel 
m ajalah  huk u m , buku  huk u m , penelitian  huk u m , 
pengkajian  hukum , n a sk ah  akadem is, dan  
ran can g an  P era tu ran  P erundang-undangan .

8. Pengelolaan D okum entasi d an  Inform asi H ukum  
ad alah  kegiatan pengum pulan , pengelolaan, 
penyim panan , pe lestarian , dan  pendayagunaan  
inform asi dokum en hukum .



Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, JDIH mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, 

pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen 
Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; 

Pasal 5 
JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM 

Pasal 4 
(1) JDIH terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota 

Jaringan. 
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berada di Bagian Hukum. 
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

(4) Togas Pengelola dan anggota JDIH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB III 
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM 

Pasal 3 
JDIH bertujuan untuk : 
a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di 
berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; 

b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi 
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat 
diakses secara cepat dan mudah; 

c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara 
, Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan, serta antar 
· sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan 
dokumentasi dan informasi hukum; dan 

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum 
nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah 
satu wujud ketatapemerintahan yang baik, 
transparan, efektif, efesien dan bertanggungjawab. 

website 
Pasal 2 

JDIH dapat diakses melalui 
http;/ /jdih.karanganyarkab.go.id. 

BAB II 
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM 

BAB II
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM

Pasal 2
JDIH d ap a t d iakses m elalui w ebsite  
h ttp ; /  /jd ih .karanganyarkab .go .id .

Pasal 3
JDIH b e rtu ju an  u n tu k  :
a. m enjam in terc ip tanya Pengelolaan D okum entasi d an  

Inform asi H ukum  yang te rp ad u  dan  terin teg rasi di 
berbagai in s tan s i pem erin tah  d an  in stitu s i lainnya;

b. m enjam in  ketersed iaan  dokum entasi d an  inform asi 
h u k u m  yang lengkap d an  ak u ra t, se rta  d ap a t 
d iakses secara  cepat d an  m udah ;

c. m engem bangkan kerjasam a yang efektif a n ta ra  
P u sa t Ja rin g an  dan  Anggota Ja rin g an , se rta  a n ta r  
sesam a Anggota Ja rin g an  dalam  rangka  penyediaan 
dokum en tasi dan  inform asi hukum ; dan

d. m en ingkatkan  k u a litas  pem bangunan  h u k u m  
nasional d an  pelayanan  kepada  publik  sebagai sa lah  
sa tu  w ujud k e ta tap em erin tah an  yang baik, 
tra n sp a ra n , efektif, efesien d an  bertanggungjaw ab.

BAB III
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM

Pasal 4
(1) JDIH terdiri dari P u sa t Ja rin g an  d an  Anggota 

Ja rin g an .
(2) P u sa t JDIH sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), 

be rada  di Bagian H ukum .
(3) Anggota JDIH sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(1), terdiri dari Perangkat D aerah  di lingkungan 
Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar.

(4) Tugas Pengelola d an  anggota JDIH sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) d ite tapkan  lebih lan ju t 
dengan K epu tusan  B upati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM

Pasal 5
JDIH bertugas u n tu k  m elakukan  Pengelolaan 
D okum entasi dan  Inform asi H ukum  yang d iterb itkan  
oleh Pem erin tah  D aerah.

Pasal 6
D alam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 5, JDIH m em punyai fungsi : 
a. Pengum pulan , pengelolaan, penyim panan , 

pe lestarian , d an  pendayagunaan  inform asi D okum en 
H ukum  yang d ite rb itkan  oleh Pem erin tah  D aerah;
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Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 14 Pebruari 2017 

BUPATIKARANGANYAR, 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi yang dapat 
diintegrasikan dengan website pusat Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
(JDIHN); 

c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya 
manusia pengelola jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum di daerah; 

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 
jaringan dokumentasi dan informasi hukum di 
daerah; 

e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan 
dokumen tasi dan informasi h ukum di daerah 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

f. Penyampaian laporan pelaksanaan jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum setiap tahun di 
bulan Desember kepada pusat JDIHN. 

b. Pem bangunan  sistem  inform asi h u k u m  berbasis 
teknologi inform asi d an  kom unikasi yang d ap a t 
d iin tegrasikan  dengan w ebsite  p u sa t Ja rin g an  
D okum entasi dan  Inform asi H ukum  Nasional 
(JDIHN);

c. Pem binaan dan  pengem bangan sum ber daya 
m an u s ia  pengelola ja rin g an  dokum entasi dan  
inform asi h u k u m  di daerah ;

d. Penyediaan sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  pengelolaan 
ja rin g an  dokum en tasi d an  inform asi h u k u m  di 
daerah ;

e. P e laksanaan  evaluasi m engenai pengelolaan ja rin g an  
dokum en tasi dan  inform asi h u k u m  di d aerah  
1 (satu) kali dalam  1 (satu) tah u n ; dan

f. Penyam paian laporan  pe laksanaan  ja rin g an  
dokum en tasi dan  inform asi h u k u m  setiap  ta h u n  di 
b u lan  D esem ber kepada p u sa t JDIHN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7
P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal 
d iundangkan .
Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  
pengundangan  P era tu ran  B upati ini dengan 
penem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten  
K aran ganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 
pad a  tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 
p ad a  tanggal 14 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan  sesua i dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Bagian H ukum
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